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Pemohon Merasa Tidak Mendapat Keadilan Dalam Sengketa,
UU Kepailitan di Ajukan

Jakarta, 16 Juni 2021 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap UUD 1945 pada Kamis (17/06), pukul
13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan
nomor perkara 23/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Calvin Bambang Hartono. Norma yang
diujikan adalah:

Pengujian materiil UU 37/2004:

1. Pasal 31 ayat (1):

“Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan
Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum
kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat
dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor..”

Dalam Permohonannya, Pemohon menjelaskan kronologis adanya perjanjian kredit dengan bank
swasta, kemudian adanya penjualan objek tanah dan bangunan milik Pemohon yang menjadi

jaminan Pemohon, hingga timbul nya sengketa dalam pembayaran yang dimulai dari tahun 2017
hingga tahun 2021.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Frasa “Putusan Pernyataan Pailit
Berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari
kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu
tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera
Debitur” sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. (MHM)
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